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Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor 351/Pdt.G/2024/PA.Ktb

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

PENGADILAN AGAMA KOTABARU

Memeriksa dan mengadili perkara perdata agama pada tingkat pertama, dalam

sidang  hakim  tunggal  berdasarkan  Surat  Ketua  Mahkamah  Agung  Republik

Indonesia  Nomor  56/KMA/HK.05/2/2022  tanggal  25  Februari  2022  tentang

Dispensasi/izin  sidang  dengan  Hakim  Tunggal,  telah  menjatuhkan  putusan

secara elektronik berdasarkan Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Nomor  7  Tahun 2022 tentang Perubahan Atas  Peraturan Mahkamah Agung

Nomor  1  Tahun  2019  tentang  Administrasi  Perkara  dan  Persidangan  di

Pengadilan secara Elektronik  dalam perkara Cerai Talak antara:

PENGGUGAT,  NIK.  -,  tempat  dan  tanggal  lahir  Kotabaru,  16  Februari

1986/38,  agama  Islam,  pendidikan  SLTA,  pekerjaan

Kepala  Desa,  bertempat  tinggal  di,  Kabupaten

Kotabaru, Kalimantan Selatan;

Pemohon;

Lawan

TERGUGAT, NIK  -  ,  tempat  dan  tanggal  lahir  Kotabaru,  13  Oktober

1988/36,  agama  Islam,  pendidikan  SLTP,  pekerjaan

Mengurus  Rumah  Tangga,  bertempat  tinggal  di

Kabupaten Kotabaru, Kalimantan Selatan;

Termohon;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara; 

DUDUK PERKARA

Bahwa  Pemohon  dalam  surat  permohonannya  tanggal  13  November

2024  yang didaftarkan  di  Kepaniteraan  Pengadilan  Agama Kotabaru  secara

Halaman 1 dari 17 Putusan Nomor 351/Pdt.G/2024/PA.Ktb.

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas
pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id    Telp : 021-384 3348 (ext.318) Halaman 1



Mah
ka

m
ah

 A
gung R

ep
ublik

 In
dones

ia

Mah
ka

m
ah

 A
gung R

ep
ublik

 In
dones

ia

Mah
ka

m
ah

 A
gung R

ep
ublik

 In
dones

ia

Mah
ka

m
ah

 A
gung R

ep
ublik

 In
dones

ia

Mah
ka

m
ah

 A
gung R

ep
ublik

 In
dones

ia

Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

elektronik (e-court), Nomor 351/Pdt.G/2024/PA.Ktb, tanggal 14 November 2024,

dengan dalil-dalil sebagai berikut:

1. Bahwa  Pemohon telah  melangsungkan  pernikahan  dengan

Termohon pada tanggal  06 Juli  2006 di  hadapan Pejabat  PPN Kantor

Urusan Agama Kecamatan Banjarmasin Barat Kota Banjarmasin dengan

Kutipan Akta Nikah Nomor : - tanggal 02 Agustus 2006;  

2. Bahwa  setelah  menikah,  Pemohon dan  Termohon hidup  rukun

sebagaimana  layaknya  suami  istri  dengan  baik.  Pada  awal  menikah

bertempat  tinggal  rumah  kontrakan dan  terakhir  bertempat  tinggal  di

rumah milik Pemohon selama 4 tahun;  

3. Bahwa  dari  pernikahan  tersebut  telah  dikaruniai  4 (empat)  orang

anak yang masing-masing bernama:   

3.1 Anak 1 lahir lahir di Tungkaran Pangeran, 26 September

2006 diasuh oleh Pemohon;  

3.2 Anak 2  lahir di Tanjung Lalak, 26 September 2008 diash

oleh Pemohon;  

3.3 Anak  3 lahir  di  Batulicin,  12  April  2010  diasuh  oleh

Termohon;  

3.4 Anak 3 lahir di Kotabaru, 05 September 2012 diasuh oleh

Termohon;  

4. Bahwa  kehidupan  rumah  tangga  Pemohon dan  Termohon mulai

goyah dan terjadi perselisihan dan pertengkaran sejak Januari 2010 dan

puncak permasalahan terjadi pada Maret 2023;  

5. Bahwa  sebab-sebab  terjadinya  perselisihan  dan  pertengkaran

tersebut adalah karena:    

5.1 Termohon ketahuan Pemohon berhubungan dengan laki-

laki  lain  lewat  chat  di  aplikasi  whatsapp  dan  Termohon  mengakui

adanya hubungan dengan laki-laki tersebut;  

6. Bahwa akibat dari perselisihan dan pertengkaran tersebut, akhirnya

sejak  Maret  2023 hingga  sekarang  selama  1  tahun  8  bulan.

Pemohon dan Termohon telah berpisah tempat tinggal karena Pemohon

telah pergi meninggalkan tempat kediaman milik Pemohon;  

Halaman 2 dari 17 Putusan Nomor 351/Pdt.G/2024/PA.Ktb.

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas
pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id    Telp : 021-384 3348 (ext.318) Halaman 2



Mah
ka

m
ah

 A
gung R

ep
ublik

 In
dones

ia

Mah
ka

m
ah

 A
gung R

ep
ublik

 In
dones

ia

Mah
ka

m
ah

 A
gung R

ep
ublik

 In
dones

ia

Mah
ka

m
ah

 A
gung R

ep
ublik

 In
dones

ia

Mah
ka

m
ah

 A
gung R

ep
ublik

 In
dones

ia

Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

7. Bahwa sejak berpisahnya Pemohon dan Termohon selama 1 tahun 8

bulan, maka hak dan kewajiban suami istri tidak terlaksana sebagaimana

mestinya  karena  sejak  saat  itu  Pemohon tidak  lagi  melaksanakan

kewajibannya sebagai suami terhadap Termohon;  

8. Bahwa Pemohon telah berupaya mengatasi masalah rumah tangga

Pemohon dengan Termohon melalui  jalan musyawarah atau berbicara

dengan Termohon secara baik-baik tetapi tidak berhasil;  

9. Bahwa  dengan  sebab-sebab  tersebut  di  atas,  maka

Pemohon merasa  rumah  tangga  antara  Pemohon dan  Termohon tidak

dapat  dipertahankan  lagi  karena  perselisihan  dan  pertengkaran

yang sulit  diatasi dan tidak ada harapan untuk hidup rukun lagi, maka

Pemohon berkesimpulan lebih baik bercerai dengan Termohon;  

10. Bahwa  Pemohon sanggup  membayar  seluruh  biaya  yang  timbul

akibat perkara ini;  

Berdasarkan  alasan/dalil-dalil  di  atas,  mohon  agar  Ketua  Pengadilan

Agama Kotabaru Cq. Majelis Hakim segera memeriksa dan mengadili perkara

ini, selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi:

Primer

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;  

2. Memberi izin kepada Pemohon (Penggugat) untuk menjatuhkan talak

satu  raj'i  terhadap  Termohon  (Tergugat)  di  depan  sidang  Pengadilan

Agama Kotabaru;  

3. Membebankan biaya perkara ini kepada Pemohon sesuai peraturan

yang berlaku;  

Subsider

Jika Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (ex

aequo et bono); 

Bahwa pada hari  sidang yang telah ditetapkan Pemohon telah datang

menghadap  sendiri  di  persidangan,  sedangkan  Termohon  tidak  datang

menghadap di persidangan dan tidak menyuruh orang lain untuk menghadap

sebagai  wakil/kuasanya  yang  sah,  meskipun  berdasarkan  Surat  Panggilan
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(relaas)  Nomor  351/Pdt.G/2024/PA.Ktb  yang  diterima  pada  tanggal  19

November  2024  dan  tanggal  12  Desember  2024  yang  dibacakan  di

persidangan,  Termohon  telah  dipanggil  secara  resmi  dan  patut,  sedangkan

tidak  ternyata  bahwa  tidak  datangnya  Termohon  tersebut  disebabkan  oleh

suatu alasan yang sah;

Bahwa Hakim Tunggal telah memeriksa identitas Pemohon dan meneliti

kelengkapan dokumen elektroniknya yang diunggah melalui Sistem Informasi

Pengadilan;

Bahwa Hakim Tunggal  telah menasihati  Pemohon agar  berpikir  untuk

tidak  bercerai  dengan  Termohon  tetapi  Pemohon  tetap  pada  dalil-dalil

permohonannya untuk bercerai dengan Termohon;

Bahwa perkara ini tidak dapat dimediasi karena Termohon tidak pernah

datang  menghadap  meskipun  telah  dipanggil  secara  resmi  dan  patut,

selanjutnya  dimulai  pemeriksaan  dengan  membacakan  surat  permohonan

Pemohon  dalam sidang  tertutup  untuk  umum,  yang  maksud  dan  tujuannya

tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Bahwa  Pemohon  untuk  menguatkan  dalil-dalil  permohonannya,  telah

mengajukan bukti-bukti berupa:

A. Surat:

1. Fotokopi  Kartu  Tanda  Penduduk  NIK  -  tanggal  11-11-2024,  yang

dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten

Kotabaru  Provinsi  Kalimantan  Selatan.  Bukti  fotokopi  tersebut  telah

diperiksa oleh Hakim Tunggal, dicocokan dengan aslinya, yang ternyata

sesuai  dengan aslinya dan telah di-nazagelen,  kemudian diberi  kode

(P.1) diberi tanggal dan paraf Hakim Tunggal; 

2. Fotokopi Buku Kutipan Akta Nikah Nomor - tanggal 02 Agustus 2006,

yang  dikeluarkan  oleh  KUA  Banjarmasin  Barat  Kota  Banjarmasin

Provinsi Kalimantan Selatan. Bukti fotokopi tersebut telah diperiksa oleh

Hakim  Tunggal,  dicocokan  dengan  aslinya,  yang  ternyata  sesuai

dengan  aslinya  dan  telah  di-nazagelen,  kemudian  diberi  kode  (P.2)

diberi tanggal dan paraf Hakim Tunggal; 

B. Saksi:  
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1. Saksi 1, NIK -, tempat dan tanggal lahir Kalosi, 01 Agustus 1995 tahun,

agama  Islam,  pendidikan  SLTA,  pekerjaan  Buruh  Harian  Lepas,  tempat

kediaman di  Kabupaten Kotabaru, saksi memberikan keterangan di bawah

sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut:

 Bahwa saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon karena saksi

adalah paman;

 Bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami istri yang sah;

 Bahwa  setelah  akad  nikah  Pemohon  dan  Termohon  tinggal  di

Pada  awal  menikah  bertempat  tinggal  rumah  kontrakan  dan  terakhir

bertempat tinggal di rumah milik Pemohon selama 4 tahun;;

 Bahwa selama pernikahan, Pemohon dan Termohon telah hidup

layaknya suami istri telah di karuniai 4 (empat) orang anak;

 Bahwa  sepengetahuan  saksi,  Pemohon  dan  Termohon  telah

hidup  rukun  sebagaimana  layaknya  suami  istri  namun  sejak  sejak

Januari 2010 dan puncak permasalahan terjadi pada Maret 2023 yang

lalu mulai sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan

karena Termohon ketahuan Pemohon berhubungan dengan laki-laki lain

lewat chat di aplikasi whatsapp dan Termohon hanya berdiam diri saat

saya mengkonfirmasi tentang perselingkuhannya.;

 Bahwa  Saya  pernah  melihat  secara  langsung  Pemohon  dan

Termohon bertengkar karena masalah tersebut, lebih dari 2 (dua) kali;;

 Bahwa  akibat  perselisihan  tersebut,  Pemohon  dan  Termohon

sudah pisah rumah sejak kurang lebih 2 (dua) tahun yang lalu yang lalu

dan  yang  meninggalkan  kediaman  bersama  adalah  Pemohon  pergi

sendiri;

 Bahwa saksi mengetahui selama pisah tempat tinggal Termohon

tidak pernah kumpul bersama lagi dengan Pemohon;

 Bahwa  saksi  dan  pihak  keluarga  telah  berusaha  memberikan

nasihat kepada Pemohon agar rukun lagi dengan Termohon, akan tetapi

tidak  berhasil  karena  Pemohon  bersikeras  untuk  bercerai  dengan

Termohon;
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2. Saksi 2, NIK -, tempat dan tanggal lahir Kotabaru, 16 April 1975 tahun,

umur 49 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Nelayan, tempat

kediaman di Kabupaten Kotabaru,  saksi memberikan keterangan di bawah

sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut:

 Bahwa saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon karena saksi

adalah paman;

 Bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami istri yang sah;

 Bahwa  setelah  akad  nikah  Pemohon  dan  Termohon  tinggal  di

Pada  awal  menikah  bertempat  tinggal  rumah  kontrakan  dan  terakhir

bertempat tinggal di rumah milik Pemohon selama 4 tahun;;

 Bahwa selama pernikahan, Pemohon dan Termohon telah hidup

layaknya suami istri telah di karuniai 4 (empat) orang anak;

 Bahwa  sepengetahuan  saksi,  Pemohon  dan  Termohon  telah

hidup  rukun  sebagaimana  layaknya  suami  istri  namun  sejak  sejak

Januari 2010 dan puncak permasalahan terjadi pada Maret 2023; yang

lalu mulai sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan

karena Termohon ketahuan Pemohon berhubungan dengan laki-laki lain

ldan  Termohon  mengakui  adanya  hubungan  dengan  laki-laki  tersebut

saat saya mengkonfirmasinya;;

 Bahwa Saya melihat  secara langsung Pemohon dan Termohon

bertengkar karena masalah tersebut sebanyak lebih dari 2 (dua) kali;;

 Bahwa  akibat  perselisihan  tersebut,  Pemohon  dan  Termohon

sudah pisah rumah sejak kurang lebih 2 (dua) tahun yang lalu yang lalu

dan  yang  meninggalkan  kediaman  bersama  adalah  Pemohon  pergi

sendiri;

 Bahwa saksi mengetahui selama pisah tempat tinggal Termohon

tidak pernah kumpul bersama lagi dengan Pemohon;

 Bahwa  saksi  dan  pihak  keluarga  telah  berusaha  memberikan

nasihat kepada Pemohon agar rukun lagi dengan Termohon, akan tetapi

tidak  berhasil  karena  Pemohon  bersikeras  untuk  bercerai  dengan

Termohon;

Bahwa Pemohon menyatakan tidak akan mengajukan bukti apapun lagi;
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Bahwa  Pemohon  telah  menyampaikan  kesimpulan  secara  lisan  di

persidangan  yang  pada  pokoknya  Pemohon  menyatakan  tetap  pada

permohonannya ingin bercerai dengan Termohon, dan mohon putusan;

Bahwa untuk  mempersingkat  uraian putusan ini,  segala  yang tercatat

dalam  berita  acara  sidang  merupakan  bagian  yang  tidak  terpisahkan  dari

putusan ini.

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah

sebagaimana terurai di atas;

Menimbang, bahwa Pemohon telah dipanggil secara resmi dan patut ke

hadapan sidang secara elektronik  (e-court) melalui  alamat domisili  elektronik

Pemohon berdasarkan ketentuan Pasal 16 dan 18 Peraturan Mahkamah Agung

Nomor  1  Tahun 2019 tentang Administasi  Perkara dan Persidangan Secara

Elektronik  sebagaimana  perubahan  Peraturan  Mahkamah  Agung  Nomor  7

Tahun 2012 jo. Pasal 26 ayat (4) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975

tentang  Pelaksanaan  Undang-Undang  Nomor  1  Tahun  1974  tentang

Perkawinan;

Menimbang,  bahwa  ternyata  Pemohon menghadap  dipersidangan

sendiri sedangkan Termohon tidak datang menghadap di persidangan dan tidak

pula menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasanya yang sah,

meskipun berdasarkan Surat Panggilan (relaas) Nomor 351/Pdt.G/2024/PA.Ktb

yang diterima pada tanggal 19 November 2024 dan tanggal 12 Desember 2024

yang dibacakan di  persidangan,  Termohon telah dipanggil  secara resmi dan

patut sebagaimana PERMA Nomor 7 tahun 2022 Jo. SEMA Nomor 1 tahun

2023,  sedangkan  tidak  ternyata  bahwa  tidak  datangnya  Termohon  tersebut

disebabkan oleh suatu alasan yang sah;

Menimbang  bahwa Termohon  telah  dipanggil  secara  resmi  dan  patut

akan tetapi tidak menghadap persidangan, harus dinyatakan tidak hadir  dan

permohonan Pemohon tersebut harus diperiksa secara verstek, vide Pasal 149

ayat (1) R.Bg;

Upaya Damai dan Mediasi
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Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 154 ayat (1) R.Bg jo.

Pasal  82  ayat  (1)  Undang-Undang  Nomor  7  Tahun  1989  tentang  Peradilan

Agama,  kepada  Pemohon telah  diberikan  nasehat  supaya  mengurungkan

maksudnya untuk bercerai dengan Termohon, akan tetapi tidak berhasil;

Menimbang,  bahwa  Termohon tidak  pernah  hadir,  maka  terhadap

perkara  ini  tidak  dapat  dilakukan  upaya  mediasi  sesuai  Pasal  4  ayat  (2)

Peraturan  Mahkamah  Agung  RI  (PERMA)  Nomor  1  Tahun  2016  tentang

Prosedur Mediasi di Pengadilan;

Kewenangan mengadili

Menimbang,  bahwa  dalam  dalil  permohonan  Pemohon  yang

menyatakan Pemohon dan Termohon beragama Islam yang tidak terbantahkan,

oleh karena itu berdasarkan Pasal 40 dan Pasal 63 Ayat (1) huruf (a) Undang-

undang Nomor 1 Tahun 1974 Jo. Pasal 49 Undang-undang Nomor 7 Tahun

1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana diubah dengan Undang-undang

Nomor 3 Tahun 2006 dan terakhir dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun

2009  Jo.  Pasal  1  huruf  (b)  Peraturan  Pemerintah  Nomor  9  Tahun  1975,

Karenanya  Pengadilan  Agama  secara  absolute  berwenang  memeriksa  dan

mengadili serta memutus perkara a quo;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat permohonan Pemohon, domisili

Pemohon/  Termohon berada  pada  wilayah  yurisdiksi  Pengadilan  Agama

Kotabaru,  sesuai  Pasal  66  ayat  (2)  Undang-Undang  Nomor  7  Tahun  1989

tentang Peradilan Agama sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor

3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun

2009,  yang  menyatakan  bahwa  permohonan  Cerai  Talak  diajukan  kepada

Pengadilan  yang  daerah  hukumnya  meliputi  tempat  kediaman  Termohon,

kecuali  apabila  Termohon  dengan  sengaja  meninggalkan  tempat  kediaman

yang ditentukan bersama tanpa izin Pemohon, maka perkara ini  merupakan

kewenangan relatif Pengadilan Agama Kotabaru;

Legal standing (kewenangan dan kepentingan hukum) 

Menimbang,  bahwa Pemohon dan  Termohon  adalah  suami  istri  yang

menikah secara sah sebagaimana maksud Pasal 2 Undang-Undang Nomor 1

Tahun 1974 tentang Perkawinan. Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 66 ayat
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(1)  Undang-Undang  Nomor  7  Tahun  1989  tentang  Peradilan  Agama

sebagaimana  telah  diubah  dengan  Undang-Undang  Nomor  7  Tahun  1989

tentang Peradilan Agama sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor

3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun

2009 yang menyatakan bahwa seorang suami yang beragama Islam yang akan

menceraikan  istrinya  mengajukan  permohonan  kepada  Pengadilan  untuk

mengadakan sidang guna menyaksikan ikrar talak. Bahwa berdasarkan hal-hal

tersebut,  Hakim Tunggal  berpendapat Pemohon memiliki  legal standing  atau

rechtsbevoegheid (kewenangan  dan  kepentingan  hukum) untuk  mengajukan

permohonan perceraian a quo (legitima persona standi in judicio);

Pokok Perkara

Menimbang,  bahwa  yang  menjadi  alasan  perceraian  dalam

permohonan Pemohon adalah karena adanya peselisihan antara Pemohon dan

Termohon sejak  sejak  Januari  2010 dan puncak permasalahan terjadi  pada

Maret  2023;  yang  disebabkan  Termohon  ketahuan  Pemohon  berhubungan

dengan laki-laki lain lewat chat di aplikasi whatsapp dan Termohon mengakui

adanya hubungan dengan laki-laki  tersebut  dan akibat  perselisihan tersebut

antara Pemohon dan Termohon telah pisah rumah sejak  1 tahun 8 bulan dan

yang meninggalkan tempat kediaman bersama adalah Pemohon pergi sendiri;

Menimbang,  bahwa  dalil  yang  diajukan  Pemohon  dalam perkara  ini

sebagaimana  dimaksud  Pasal  19  huruf  (f)  Peraturan  Pemerintah  Nomor  9

Tahun  1975  tentang  Pelaksanaan  Undang-Undang  Nomor  1  tahun  1974

tentang Perkawinan  jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam,  sehingga

dapat diterima untuk diperiksa lebih lanjut;

Analisis Pembuktian 

Menimbang,  bahwa  meskipun  Termohon  dianggap  mengakui  atau

setidak-tidaknya  tidak  membantah  dalil-dalil  gugatan  Pemohon,  karena

Termohon tidak pernah hadir di persidangan, namun karena perkara ini perkara

perceraian, yang memiliki aturan khusus (lex specialis derogat legi generalis),

yaitu  untuk  melakukan  perceraian  harus  ada  cukup  alasan,  bahwa  antara
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suami istri tidak akan dapat hidup rukun sebagai suami istri sebagaimana Pasal

39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yang

telah  diubah  dengan  Undang-Undang  Nomor  16  Tahun  2019,  maka  untuk

mengetahui  lebih  jelas  alasan  tersebut,  Pemohon  tetap  diwajibkan  untuk

membuktikan alasan-alasan perceraiannya dengan mengajukan alat-alat bukti

yang cukup guna mendapatkan kebenaran yang meyakinkan, sehingga Hakim

Tunggal  menilai  Pemohon  tetap  harus  dibebani  pembuktian  sebagaimana

ketentuan Pasal 283 R.Bg. jo. Pasal 1865 KUHPerdata;

Menimbang,  bahwa  Pemohon  untuk  membuktikan  dalil-dalilnya  telah

mengajukan alat bukti surat P.1 dan P.2 serta dua orang saksi;

Menimbang,  bahwa bukti  surat  P.1  (fotokopi  KTP Pemohon)  dan  P.2

(fotokopi Kutipan Akta Nikah) telah memenuhi syarat formil dan materiil sebagai

akta autentik oleh karena itu mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna

dan  mengikat  sesuai  Pasal  285  R.Bg  juncto  Pasal  1870  KUHPerdata,

membuktikan bahwa Pemohon bertempat tinggal di wilayah hukum Pengadilan

Agama Kotabaru dan merupakan suami istri yang menikah secara sah;

Menimbang,  bahwa  mengenai  saksi-saksi  yang  diajukan  Pemohon

dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa oleh karena yang menjadi alasan perceraian dalam

perkara  a quo  adalah menyangkut alasan perceraian sebagaimana dimaksud

dalam penjelasan  Pasal  39  ayat  (2)  Undang-undang  Nomor  1  Tahun  1974

tentang Perkawinan jo. Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun

1975  tentang  Pelaksanaan  Undang-undang  Nomor  1  Tahun  1974  tentang

Perkawinan  jo. Pasal  116  huruf  (f)  Kompilasi  Hukum  Islam,  maka  sesuai

ketentuan Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 Hakim

Tunggal  perlu  mendengar keterangan dari  pihak keluarga serta  orang-orang

terdekat Pemohon sebagai saksi dalam perkara a quo;

Menimbang, bahwa saksi 1 dan 2 memenuhi syarat formil dan materiil

sebagai saksi sesuai Pasal 171, 172 ayat (1) dan 175 R.Bg serta Pasal 308 dan

309 R.Bg., sehingga membuktikan bahwa yang pada pokoknya Pemohon dan

Termohon adalah suami istri yang sah telah di karuniai 4 (empat) orang anak,

Rumah  tangga  Pemohon  dan  Termohon  mulai  tidak  harmonis  sejak  sejak
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Januari 2010 dan puncak permasalahan terjadi pada Maret 2023; yang lalu di

mana  telah  terjadi  pertengkaran  antara  Pemohon  dan  Termohon  yang

disebabkan  Termohon  menjalin  hubungan  dengan  laki-laki  idaman  lain  dan

akibat perselisihan tersebut Pemohon dan Termohon telah pisah rumah sejak

kurang lebih 2 (dua) tahun yang lalu yang lalu di mana Pemohon pergi sendiri

yang pergi meninggalkan kediaman bersama dan selama berpisah Pemohon

dan Termohon tidak pernah hidup rukun kembali, selain itu sudah diupayakan

untuk mendamaikan dan merukunkan Pemohon dan Termohon namun tidak

berhasil;

Fakta Hukum

Menimbang, bahwa berdasarkan analisis bukti-bukti  di  atas ditemukan

fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa  rumah  tangga  Pemohon  dan  Termohon  sudah  tidak  ada

keharmonisan karena terjadi perselisihan yang terus menerus sejak sejak

Januari 2010 dan puncak permasalahan terjadi pada Maret 2023; yang lalu;

2. Bahwa penyebab perselisihan dan pertengkaran tersebut di  sebabkan

Termohon menjalin hubungan dengan laki-laki idaman lain;

3. Bahwa Pemohon dan Termohon telah pisah tempat tinggal sejak 1(satu)

tahun  8(delapan)  bulan  yang  lalu  di  mana  Pemohon pergi  sendiri  yang

meninggalkan tempat tinggal bersama;

4. Bahwa pihak keluarga telah berusaha menasehati Pemohon, akan tetapi

tidak berhasil;

5. Bahwa  antara Pemohon dan Termohon tidak ada harapan hidup rukun

kembali;

Pertimbangan Petitum Perceraian

Menimbang bahwa berdasarkan fakta  hukum tersebut  di  atas,  Hakim

Tunggal memberi pertimbangan sebagai berikut:

Menimbang,  bahwa  Pemohon  dalam petitum angka  2  menuntut  agar

Pemohon  di  izinkan  menceraikan  Termohon,  dan  berdasarkan  fakta-fakta
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hukum persidangan di atas, Hakim Tunggal akan mempertimbangkan sebagai

berikut:

Menimbang  bahwa  secara  yuridis  menurut  pasal  39  Undang-Undang

Nomor 1 Tahun 1974 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16

Tahun  2019  tentang  Perkawinan  menentukan  bahwa  untuk  melakukan

perceraian harus ada cukup alasan dimana suami isteri tidak akan dapat hidup

rukun sebagai suami isteri dan Pengadilan telah berusaha mendamaikan akan

tetapi tidak berhasil mendamaikan kedua belah pihak. Selanjutnya dalam pasal

19 huruf (f) Peraturan Pemeritah Nomor 9 Tahun 1975 Jo. Pasal 116 huruf (f)

Kompilasi  Hukum  Islam  menegaskan  salah  satu  alasan  perceraian  yaitu

adanya pertengkaran yang terus menerus antara suami isteri  dan tidak ada

harapan lagi untuk kembali rukun;

Menimbang,  bahwa  dari  ketentuan  pasal-pasal  tersebut  terdapat

beberapa unsur  yang harus  dipenuhi  untuk  terjadinya  perceraian  baik  cerai

gugat maupun cerai talak yaitu:

 Adanya perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus;

 Perselisihan dan pertengkaran menyebabkan suami  isteri  sudah tidak

ada harapan untuk kembali rukun;

 Pengadilan telah berupaya mendamaikan suami isteri akan tetapi tidak

berhasil;

Menimbang  bahwa  unsur-unsur  tersebut  akan  dipertimbangkan  satu

persatu  dengan  mengaitkan  fakta-fakta  yang  terjadi  dalam  rumah  tangga

Pemohon dan Termohon sehingga antara Pemohon dan Termohon dipandang

telah memenuhi unsur-unsur terjadinya suatu perceraian;

Menimbang, bahwa terbukti telah terjadi perselisihan dan pertengkaran

secara terus menerus karena Termohon menjalin  hubungan dengan laki-laki

idaman  lain,  dengan  demikian  unsur  pertama  terkait  perselisihan  dan

pertengkaran terpenuhi;

Menimbang, bahwa terbukti akibat dari perselisihan pertengkaran yang

terjadi antara Pemohon dan Termohon telah pisah rumah selama kurang lebih

sejak  1(satu)  tahun  8(delapan)  bulan  yang  lalu.  Yang  pergi  meninggalkan

rumah kediaman bersama adalah Pemohon pergi sendiri, dan selama itu telah
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diupayakan pula oleh pihak keluarga kedua belah pihak agar dapat  kembali

rukun, akan tetapi upaya merukunkan tersebut tidak berhasil, dengan demikian

unsur kedua juga telah terpenuhi;

Menimbang  bahwa  Hakim  Tunggal  telah  berupaya  mendamaikan

Pemohon dan Termohon dari awal persidangan dan pada setiap persidangan

sesuai ketentuan pasal 31 Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975, bahkan

Hakim  Tunggal  telah  mengoptimalkan  upaya  damai  melalui  mediasi  sesuai

PERMA Nomor  1 Tahun 2016,  namun upaya tersebut  tidak  berhasil  karena

Termohon tidak pernah hadir  di  persidangan,  dengan demikian unsur  ketiga

juga telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa tujuan perkawinan adalah agar terwujudnya rumah

tangga  yang  tentram  (sakinah),  bahagia  dan  kekal  yang  diliputi  rasa  kasih

sayang  (mawaddah,  wa  rahmah)  berdasarkan  ketuhanan  Yang  Maha  Esa,

sebagaimana dijelaskan Pasal 1 Undang-Undang Nomor. 1 Tahun 1974 tentang

Perkawinan dan Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam serta dipertegas dalam firman

Allah SWT dalam QS Al Rum ayat 21:

Artinya: ”Dan  di  antara  tanda-tanda  kekuasaan-Nya  ialah  Dia  menciptakan

untukmu istri-istri  dari  jenismu sendiri,  supaya kamu cenderung dan

merasa tenteram kepadanya, dan dijadikan-Nya diantaramu rasa kasih

dan  Saksing.  Sesungguhnya  pada  yang  demikian  itu  benar-benar

terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berfikir”.

Menimbang,  bahwa  kondisi  rumah  tangga  Pemohon  dan  Termohon

sering terjadi perselisihan dan pertengkaran terus-menerus sejak sejak Januari

2010 dan puncak permasalahan terjadi  pada Maret  2023;  serta  telah  pisah

tempat tinggal sejak sejak 1(satu) tahun 8(delapan) bulan yang lalu tanpa ada

komunikasi,  kondisi  tersebut  adalah  indikator  kuat  bahwa  rumah  tangga

Pemohon dan Termohon telah retak yang sudah sangat sulit untuk didamaikan

lagi (broken marriage), rumah tangga yang demikian itu, mengakibatkan tujuan

perkawinan  tidak  dapat  diwujudkan  dalam  rumah  tangga  Pemohon  dan
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Termohon dan sudah tidak ada harapan untuk rukun kembali. Di sisi lain Hakim

Tunggal  maupun  para  saksi  telah  berusaha  untuk  merukunkan  juga  tidak

berhasil  sehingga  perkawinan  mereka  jika  dipertahankan  justru  akan

menyengsarakan kedua belah pihak, oleh karena itu perkawinan mereka lebih

baik diceraikan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas dan untuk menilai

kemaslahatan  dan  kemadharatan  antara  mempertahankan  perkawinan  atau

mengakhiri  perkawinan  dengan  perceraian  maka  Hakim  Tunggal  akan

mempertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa membiarkan keadaan rumah tangga Pemohon dan

Termohon tetap berlangsung seperti ini tidak akan memberi harapan kebaikan

(mashlahah),  justru sebaliknya dapat menimbulkan kemudharatan (mafsadat),

sebab  keadaan  rumah  tangga  yang  demikian  itu,  jika  dipertahankan  akan

menimbulkan kesusahan dan kesengsaraan yang terus-menerus, oleh sebab

itu,  jika  keadaan  seperti  itu  terjadi,  maka  menghindari  kemudharatan

(mafsadat)  harus  lebih  diutamakan  dari  pada  mengharapkan  kebaikan

(mashlahah). Hal ini sejalan dengan kaidah fikih berbunyi:

Artinya: “Menolak  kemudaratan  harus  didahulukan  daripada  menarik
kemaslahatan”.

Menimbang,  bahwa  Hakim  Tunggal  juga  mengambil  alih  doktrin  fikih

pada  Kitab  Madaa  Hurriyatu  al-Zaujaini  Fi  al-Thalaaq  fii  al-Syarii'ati  al-

Islaamiyyah Juz I halaman 83:
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Artinya:  “Islam  memilih  lembaga  talak/cerai  ketika  rumah  tangga  sudah

dianggap  goncang  serta  dianggap  sudah  tidak  bermanfaat  lagi

nasihat/perdamaian,  dan  hubungan  suami  istri  menjadi  tanpa  ruh

(hampa),  sebab  meneruskan  perkawinan  berarti  menghukum  salah

satu  suami  istri  dengan  penjara  yang  berkepanjangan.  Ini  adalah

aniaya yang bertentangan dengan semangat keadilan”;

Menimbang, bahwa oleh karena perceraian itu akan mengakhiri lembaga

perkawinan yang bersifat sakral, mengubah status hukum dari  halal menjadi

haram,  berdampak  luas  bagi  struktur  masyarakat  dan  menyangkut

pertanggungjawaban  dunia  akhirat,  maka  permohonan  perceraian  dapat

dikabulkan  jika  fakta  menunjukan  rumah  tangga  Pemohon  dan  Termohon

sudah pecah (broken marriage);

Menimbang,  bahwa  dalam  menilai  rumah  tangga  Pemohon  dan

Termohon apakah sudah mencapai sifat broken marriage, maka Hakim Tunggal

mengambil  alih  ketentuan  pada  Surat  Edaran  Mahkamah  Agung  Nomor  4

Tahun 2014  jo.  Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 3 Tahun 2018 yang

menyatakan bahwa indikator  broken marriage antara  lain  sudah ada upaya

damai tetapi tidak berhasil, sudah tidak ada komunikasi yang baik antara suami

istri, salah satu pihak atau masing-masing pihak meninggalkan kewajibannya

sebagai suami istri, telah terjadi pisah ranjang/tempat tinggal bersama, dan hal-

hal  lain  yang ditemukan dalam persidangan seperti  adanya perselingkuhan,

terjadinya kekerasan dalam rumah tangga, judi dan lain-lain;

Menimbang bahwa Pemohon dan Termohon telah berpisah rumah sejak

1(satu)  tahun  8(delapan)  bulan,  maka  perkara  aquo  juga  telah  memenuhi

SEMA nomor 3 tahun 2023 huruf (c) Rumusan Hukum Kamar Agama angka (1)

Hukum Perkawinan
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Menimbang,  bahwa  berdasarkan  fakta  dan  pertimbangan  tersebut  di

atas serta dihubungkan dengan Yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor 379

K/AG/1995 tanggal 26 Maret 1997, maka Hakim Tunggal berkesimpulan telah

terbukti alasan perceraian yang diajukan oleh Pemohon memenuhi ketentuan

Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan

yang diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 jo. Pasal 19 huruf

(f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-

Undang  Nomor  1  Tahun  1974  Tentang  Perkawinan  jo. Pasal  116  huruf  (f)

Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang,  bahwa berdasarkan  pertimbangan-pertimbangan  tersebut

di atas maka permohonan Pemohon dapat dikabulkan dengan verstek;

Biaya Perkara

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 89 Undang-Undang Nomor 7

Tahun 1989 dan Pasal 90 ayat (1) Undang Undang Nomor 3 Tahun 2006 serta

Pasal 91A Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 sebagai perubahan kedua

atas  Undang-Undang  Nomor  7  Tahun  1989  tentang  Peradilan  Agama  dan

Pasal 1 huruf (a) Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2019 tentang Jenis dan

Tarif  atas  Jenis  Penerimaan  Negara  Bukan  Pajak  (PNBP),  maka  kepada

Pemohon dibebankan  untuk  membayar  semua  biaya  yang  timbul  dalam

perkara ini;

Mengingat  segala  peraturan  perundang-undangan  yang  berlaku  dan

hukum syar’i yang berkaitan dengan perkara ini.

Amar Putusan

MENGADILI:

1. Menyatakan  Termohon  yang  telah  dipanggil  secara  resmi  dan  patut

untuk menghadap sidang, tidak hadir;

2. Mengabulkan permohonan Pemohon secara verstek;

3. Memberi  izin  kepada  Pemohon  (Pemohon)  untuk  menjatuhkan  talak

satu  raj’i  terhadap  Termohon  (Termohon) di  depan  sidang  Pengadilan

Agama Kotabaru; 

4 Membebankan  kepada  Pemohon  untuk  membayar  biaya  perkara  ini

sejumlah Rp196.000,00 (seratus sembilan puluh enam ribu rupiah).
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Penutup

Demikian putusan ini dijatuhkan pada hari Senin tanggal 23 Desember

2024 Masehi bertepatan dengan tanggal 21 Jumadil Akhir 1446  Hijriyah, oleh

Imaduddin Sakagama, S.H.I., M.H. sebagai Hakim Tunggal berdasarkan Surat

Ketua  Mahkamah  Agung  Republik  Indonesia  Nomor  56/KMA/HK.05/2/2022

tanggal  25  Februari  2022  tentang  Dispensasi/izin  sidang  dengan  Hakim

Tunggal,  dan  putusan  tersebut  diucapkan  secara  elektronik  dalam  sidang

terbuka  untuk  umum  dan  disampaikan  kepada  para  pihak  melalui  Sistem

Informasi  Pengadilan  berdasarkan  Peraturan  Mahkamah  Agung  Republik

Indonesia Nomor 7 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Peraturan Mahkamah

Agung Nomor 1 Tahun 2019 tentang Administrasi Perkara dan Persidangan di

Pengadilan secara Elektronik pada hari itu juga oleh Hakim Tunggal dengan

dihadiri oleh Hakim Tunggal tersebut dengan dibantu oleh Annisa Oktaviani,

S.H.,  M.M.  sebagai  Panitera Pengganti,  dengan dihadiri  pula oleh  Pemohon

secara elektronik tanpa hadirnya Termohon.

Hakim Tunggal,

d.

Imaduddin Sakagama, S.H.I., M.H.
Panitera Pengganti,

Ttd.

Annisa Oktaviani, S.H., M.M.
Perincian biaya perkara :

-  Pendaftaran : Rp 30.000,00

-  Proses : Rp 75.000,00

-  Panggilan : Rp 51.000,00

-  PNBP : Rp 10.000,00

-  Redaksi : Rp 10.000,00

-  Meterai : Rp        10.000,00  

J u m l a h : Rp 186.000,00

(seratus delapan puluh enam ribu rupiah)
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